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ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan 

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum, yang menyebutkan srtuktur Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi terdiri dari Pembina PPID, Tim Pertimbangan 

Pelayanan Informasi, atasan PPID, PPID, tim penghubungan 

penyedia dan dokumentasi dan desk pelayanan informasi; 

- bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik dan 

terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif 

dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta 

untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Tenggara maka dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi; 

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. 

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 1404); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), 

sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang 



perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236). 

- Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten 

minahasa tenggara  diatur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Minahasa Tenggara yang tercantum pada lampiran. 

 

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022 

- Lampiran 1 hlm.   

 


